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Dan langit telah dikembangkannya dan telah
ditetapkan keseimbangan, agar kamu tidak me-
lewati batas keseimbangan. Dan jagalah kese-
imbangan dan janganlah kamu kurangi keseim-
bangan. Dan Dia-lah yang menghantarkan
bumi ini untuk sckalian makhluk, di mana ter-
dapat buah-buahan dan pohon palma yang ber-
mayang, derta biji-bijian yang berkulit dan ber-
bunga harum. Maka nikmat karunia Robbi-mu
manakah yang hendak kamu dustakan?.

{O.8. -ar-Rachman, 55:7-13)



ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PERENCANAAN KOTA
DI DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA BANDUNG
oleh
Asep Warlan Yusuf
Abstrak

Bahwa perencanaan kota pada hakikatnya dimaksudkan sebagai

suatu usaha untuk menciptakan lihgkungan hidup buatan yang layak,
sehat, manusiawi, indah, dan nyaman secara optimal, serta menam-—
pung dinamika kehiddpap masyarakat warganya. Hanya rencana kota

” yvang memenuhi syarat hukumlah yang dapat melindungi hak-hak warga

masyarakat dan memberi kepastian hukum. Apabila suatu rencana

- kota teleh diberl bentuk dan status hukum, maka rencana kota itu

terdiri atas susunan peraturan yang memuat program kota. Artinya
gegala tindakan yéng didasarkan pada rencana itu akan mempunyai
akibat hukum.

_ Aﬁapun mengenal peraturan perundang-undangan bidang peren-
canaan kota itu sendiri memang masih belum memadai atau masih
banyak kelemahan. Hal ini disebabkan antara lain : a. Masih ba-
nyak terjadi penylmpangan/pelangdaran atau tidak diikutinya asas-
asasg’ Eukum/éerﬁndang;undangﬁn; b. Pengaturan selama ini .masih 
bersifat sektoral, misalnya Permendagdri No. 2/1887 nampak bahwa
seolah-olah perencanaan kota ini hanya berada pada lingkup admi-
nistrasi penerintshan saja. Jgga SK Menteri PU pun nampaknya
hanya mengatur soal-soal teknis'semaﬁa. Kemudian SKB Mendagri dan
Menteri PU pun seolah-olah hendak memilih dan memilah tugas dan
tanggung Jawab perencanaan kota dengan lingkup tugasnya masing-
masing, sehingga berjalannya pun masing-masing pula.

" Bahwa kebi jaksanaan untuk mempengaruhi pola pembangunan ko-
ta Bandung dilaksanaken melalui suatu proses birokrasi, yakni
sejak dari penyusunan hingga pelaksanaan rencana kota senantiasa

melibatkan berbagai- instansi yang terkait. Hal ini seringkali



menimbulkan kelemahan yang mencolok yakni kurangnya koordinasi.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, aspek koordinasi di
antara unsur/unit yang terkait acapkali menjadi kendala dan ham-

batan dalam mewujudkan suatu perencanaan.



JUDICIAL ASPECTS-OF URBAN PLANNING
PERTAINING TO DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA BANDUNG
by )

Asep HWarlan Yusuf

Abstract

"It 1is undoubtfully accepted that any urban pianning is
basically intended to be an effort to create an opbimumly feasi-
ble, heathly, humanistic, lovely, and comfortable environment and
. to providé urban’s inhabitants a space of life dynamiés. A Judi-
cially - designed urban pianning is but that only one that may
surely protect people’s rights‘and endow them Jjudicial certainty.
The wurban plahniné will consist of orders of rules comprising
urban: programmes soon after it has been put in a given form and
attributed a Judieial status. It naturally means that any  action
based upon the planning brings Jjudicial conéequence.

The orders of rules themselves have still so many in com-—
pletions and handicaps. It happens SO due to the fdllowing rea-—
sons @ a. There remains some deviations or breakings against the
fules; b.  The regulétions have been much sectoral so far, for
instance Permendagri {(Minister of Internél Affair Rules) No.
2/1987 seems that the urban planning‘is likely to be only a
property of gﬁvernment administration. Furthermore, SK Ménteri PU
(Public Working Minister’s Policy) tends to administer merely
technical matters. A joint Minister of Internal Affair and Minis-
ter df-PubliC'Working decision seems to choose and devide duties
and.responsibilitiés on the urban planning ini the line with eéch
department’s field of working, consequently each them walks on
its own way. '

A policy of influencing development pattern of Bandung city



is normally practised via a bureaucracy Process, in the sense
that related departments involve both in the arrangements and . in
the impleméntation of the urban planning. This state freqﬁently
brings some lack of coordination. The reaserch suggests that
coordination aspect among the related components often appears as

constraint and restraint to the implementation of a planning.



KATA PENGANTAR

Pujli syukur alhamdulilah kupanjatkan kepada Allah Yang Maha
Rahman‘Rahim, karena berkat perkenan-Nya Jjualah penulis berhasil
menuntaskan Tesis ini dan berhasil pula melampaui kendala dan
tantangan yang menjadil batu_sandungan selama proses penulisan.

Tujuan penulisan tesis ini paling sedikit ada dua matra;
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analisis yuridis. _
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kap; namun tidak berarti segala permasalah yvang ada dalam ruang
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wa maanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi khalayak pemba-
ca yang budiman.

Akhirnya, betapapun harus penulis akul banyak pihak telah
menurunkan amalan baiknya bagi terselesaikannya karya tulis ini,

kendati pada akhirnya tanggung jawab atas segala kelebihan dan

- kekurangan di daiamnya tetap bermuara di pundak penulis.

Selanjutnya dengan rendah hati penulis haturkan terima
kasih vyang sebesar-besarnya kepada berbagal pihak, terutama ke-
" pada : Bapak Dr. ﬁteng Syafrudin, SH -yang tak Jjemu~-jemunya

memberikan arahan dan bimbingan serta kemurahan hati beliau



%meminjami bahan-bahan yang penulis bubuhkan. Juga kepada Bapak

'Prof.Dr. Sjachran Basah, SH, CN dan Bapak Dr. Arifin P. Sosriaat-
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- beliau tersebut. Sungguh, penulis tak mampu membalas semua kebai-
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' Allah SWT membalasnya dengan imbalan yang berlipat ganda. Amin

Rasa +terima Kkasih penulis haturkankan pula kepada Bapak
Prof.Dr. R. Sri Scemantri M, SH, Bapak Prof. Dr. Komar Kantaat-
madja, SH. LL.M, Bapak Prof. Dr. Lili Rasjidi, SH, LL.M, Bapak

:Dr. M Daud Silalahi, SH, Bapak Bagir Manan, ©SH, MCL, serta Pimpi-

énan beserta staf Fakultas Pascasarjana UNPAD.

Perasaan serupa penulis haturkan pula kepada Rektor UNPAR
Bapak Dr. Pande Raja Silélahi, Dekan FH. UﬁPAR‘Bapak Dr. Atené.
Syafrudin, SH, Pembantu Dekan I, II, dan III Bapak Bayu Seto, SH,
L1M, Bapak Abduldjémali, SH, dan Bapak A. Pohan, SH. éimpinan dan
Staf di Lingkungan Departemen Dalam Negeri di Jakarta dan Pemer-
intah Daerah Tingkat 11 Kotamadya Bandung antara lain . Setwilda,
BAPEDDA, Dinas Tata'KQta, Dinas PU, dan Bagian Hukum.

PUnupenuliS'amat bérterimakasih pula kepada Bapak B. Arief

: Sidhartd, SH, Bapak Rusadi Kantaprawira, SH, Bapak Yﬁdha Bhakti,

SH, MH, Bapak Wayan Parthiana, SH,MH, Bapak Yohannes Gunawan, SH,
L1..M, Bapak Kokc Kosidin, SH, MH. Bapak Drs. Suridehan, SH, Kang

i Dajaan & Teh Susi, Mas Cipto, Mas Adus, Mas Supriyadi, Kang

Indra, Kang Zainal, Kang Heidar, Ibu Tjutju, Ceu Ninong, Pak
Rizalt‘dan staf, Mas Is, , Bang Sentosa, Mas Kurni, Mas Roso,
Iwan, Joulia, Elly, Mas Herman. Staf Perpustakaah FH. UNPAR
Bernadet, Hasan, Martin, Randy dan Liés. Dan entah siapa lagi.
Sungguh, pertukaran pikifan yang tak 1u§ut dari kecaman, spirit,’
dan Lkontribusi buku-buku mereka yang amat berarti dalam memper-

kaya pengetahuan penulis.



_ Akhirnya bagi lingkungan terdekatki, Mama H. Yusuf dan Abu,
'Kinong Alm dan Ninong, serta Kakak-kakak, Adik-adik dan Kepona-
fkan—keponakanku. .Bagi alter - keluardaku, Istriku tercinta Eka,
{dan kedua anakku tersayang Ikang Ogie dan Chika. Sesungghnyalah
FDoa dan karya, kesabaran, pengertian,'nasihat, canda; pendek kata
imilleu kedua keluargaku yang terasa menentramkan lahir bathinku
;selama‘proses penulisan tesis ini, bahkan sepanjang jalur pendi-
dikanku. _
’ Untuk semuanya itu, hanya kepada ALLAH SWT jualah penulis
:panjatkanlidoa khusus, semoga segala amalan baik tadi diterima

serta dibalas berlipat ganda. Amin yarobbal’alamin.

Bandung, _Juli 19809
.. Dzulhijjah 1410 H

penulis, -




I.

4 BAB II.-

III.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN ... ... ..ttt ittt

A,

B
C.
D.
E

Latar Belakang Penelitian ...............
Identifikasi Masalah ....... et e .

Tujuan Penelitian ... v it et e s ien e, ’

Kegunean Penelitian ........ .o env. ..

Kerangka Pemikiran .. ... .ottt mnsness

- 1. Sistem Perencanaan Normatif Dalam

Kerangka Pembangunan Nasional ........
2. Keterhubungan Antarkaidah Hukum

Dalam Bidang Perencanaan Kota ........
3. Penjabaran Kewenangan Pemerintah

Daerah Dalam Pembentukan Perencanaan

KOBB «ovennreenennns e s ee e |

KAJIAN TEORITIK TENTANG KETERHUBUNGAN
ANTARA HUKUM DAN PERENCANAAN KOTA ........ .
A.l.- Fungsi Hukum Dalam Masyarakat .........

2.1. Sekilas Pengertian Perencanaan
Pada Unumnya ....... : ..... e
2.2. Ruang Lingkup Peteﬁcahaan Kota ......

B. Tinjauan Sekilas Kebiljaksanaan

Perencanaan Kota di Indonsesia ..........
1. Pendekatan Program Pembangunan
Prasarana Kota Terpadu ...............
2. Konsep Tata Ruang Kota
Yang Dinamis ..... ...,
Menilik Pertalian Hukum dan

Perencanaan Kota ........c.0 ittt ennnns

PENJABARAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

.DALAM BIDANG PERNCANAAN KOTA ............

A. Hubungan Hewenang Antara

19
13
13
14
14
20
26
39

32
32

38

42

47

47

52

58

66



' BAB.

PemérintahlPusat dan Daerah .............
Landasan Hukum Kewenangan Pemerintah
Daerah Dalam Bidang Perencanaan Kota ....
Masalah Koordinasi Dalam
Bidang Perencanasn Kota ............... ..
Aspek Pembiayaan Daiam
Pembangunan Kota ........................
Peranan Aparatur Pemerintahan dan Peran
Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kota .
1. Peranan Aparatur Pemerintahan
Dalam Pembangunan Kota ............ .
2. Peran Serta Masyarakat Dalam
Pembangunan Kota .....................
a. Pengertian Peran Serta ............
b. Arti Pentingnya Peran
Serta Masyarakat ..... e PP
e, Legalitas Peran Serta Masyarakat
Dalam Perencanaan Kota ............

IV. ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PERENCANAAN KOTA

bI.

A.
LB

DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA BANDUNG
Tinjauan Umum .......ount i i s,

Aspek Pertanahan Dalam Perencanaan Kota ..
1. Tinjauan Umum ..........00viivnnnnnn...

2. Hak Atas Tanah dan Berakhirnya Hak Atas
T 2 S

4. Keterkaitan Aspek Tata Guna Tanah
Dengan Perencanaan Kota .......... e

. Aspek Lingkungan, Kependudukaﬁ{ dan
Pemukiman Dalam Perencanaan Kota ......... 7

1. Tinjavan Umum ....................0.....
2. Pengaturan Masalah Lingkungan Dalam
Perencanaan Kota ......................

66
74
83
91
101
101

107
197

129

113

119
128
128

131
131
133
149
142

145
145

15@



3. Masalah Kependudukan dan Urbanisasi
Dalam Perencanaan Kota .......cvvuuu...
4, Aspek Pemukiman Dalam Perencanaan Kota
D. Perundang-undangan Sektoral Dalam Peren-
canaan Koba . ivviieriineeinniiennennnnnn.
1. Tinjauan UoMUm .. .vn v v ie e tenenerenenn _
2. Bektor Sarana dan Prasarana Transpor-

3.

- Y3 5

Sektor Péngairan ......................

. Penvelenggaraan Asas Desentralisasi Dalanm

Perencanaan Kota di Daerah Tingkat II -

Kotémadya-Bandung .......................

1.
2.

o

Tinjauan Umum ........c0ven.. [
Beberapa Jenis Kewenangan Badan
Administrasi Nedgara Dalam Perencanaan
Kota .............. B S
Asas Kebebasan Bertindak Dalam

Bidang Perencanaan Kota ...... :.f....
Meniti Alur Perkembangan Perencanaan
Kota Bandung Dari Masa Ke Masa ......
Penegakan Hukum Dalam Bidang Perenca-
naan Kota di Daerah Tingkat II Kota-
madya Bandung ................ e
a. Fakbtor HUKUM ........... e .
Faktor Penegak Hukum ........... ..
Faktor Masyarakat ....... e e
‘Faktor Sarana dan Prasarana ......
Faktor BUdaya «.o.eeeeeennennnnnns

LR

BABV. PENUTUP .iioviinniiiin.s e
1.Kesimpulan

2. Rekomendasi.......... e es e
Dafttar KepUustakaan ..ttt it ittt it tne e et eeeneennnns

Riwayat Hidup

--------------------------------------

1597
167

175
175

176
184

191
181

196

2a7

217

222

229
244
253
259
266

271
271
276
280
288



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

‘Di dalam setiap kelompok masyarakat, senantiasa diperlukan
keberadaan hukum. Karena dengan adanya hukum sangat dimungkinkan
terciptanya Xketertiban, kedamaian, ketentraman, dan ‘keteraturan
dalam masyarakat sebagal salah satu syarat objektif dalam upaya
mencapai kualitas hidup dan kehidupan manusia yang bermartabat.
Proses dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup 1lahir bathin
ini, kerap disebut membangun manusia seutuhnya. Pembangunan manu-
sia seutuhnya 1ini, +tidak terlepas pula dengaﬁ.u pembangunan
sarana dan prasarana, fisik dan non-fisik, di mana manusia itu
berada., Adapun tempat manusia atau masyarakat itu berada lazim
disebut desa atau kota misalnya. Keberadaan kota telah mengubah
kedaan fisik lingkungan alam menjadi lingkungan buatan manusia.

_ _Kehidupan : masyarakat, bergantung ‘dari jenis komgnités

(comaunity? di mana ia berada. Masyarﬁkat kota sebagai komunitas,
seperti pula halnyé-masyarakat redesaan, adalah sqatu kelompok
ﬁeritorial di mana penduduknya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan
hidup sepenuhnya. Kota lahir sebagal akibat pemusatan peﬁduduk
- pada suatu tempat dan ruang tertentu. Pemusatan pemukiman penduduk
ini didorong oleh berbagai hal yYang memberi ciri khas‘ kepada
kota. tha yang menarik pedagang untuk bermukim memberi ciri-ciri
perdagangan. Kota yang menarik usahawan dan industriawan, menjadim
kota industri. Dan begitulah seterusnya, lahir kota-kota ’sebagai
kota admlnlstras1—pemer1ntahan, kota pendidikan, kota pariwisata,
dan seterusnya. Kota memiliki ciri yang ditentukan oleh fungsi

kota dalam ruang lingkup daerah.
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Kota merupakan tempat akumulasi - berbagal manusia yang
hidup dalam suatu kawasan yagg terbatas, mencirikan adanya dimen-
si manusia yang heterogen, pluralistik, beraneka ragam baik dari
aspek sosial-budaya, ekonomi, intelektualita, serta kebutuhan mau-
pun pandangan terhadap kesatuan nilai-nilai. Masyarakat kota
menghadapi tantangan kehidupan yvang Jjauh lebih sulit dan keras
dibandingkan dengan masyarakat desa. Sistem nilai yang dikenal
dan dianut d1 desa misalnya, akan menjadi goyah manakala mereka
' kemudlan menetap di kota. Keterikatan yang sedemikian padu antara
sistem nilai dan tempat di mana ia hidup yakni kota, maka yang
pertama-tama perlu diperhatikan jalah fungsi apa yang dilaksana-
kan Lkota. Sifat dan fungsi kota inilash yang mempengafuhi proses

pembangunan kota. 1tu

’

Pembangunan kota di manapun Jua, senantiasa menyangkut
aktivitas—aktivitas pengembangan ekonqmi yang muiti—sektoral yang
tidak hanya meliputi konstruksi bangunén semata-mata .melainkan
juga perdagangan, transportﬁsi,'dan Jjasa-jasa 1ainnyé. Dalam
aspek administrasi pemerintahan dan pelayanan umum dalam berbagai
sektor dan bidang pun dilengkapi kompleksitas masalah perkotaaan.
" Mengamati kecenderungén kebéradaan kdta dewasa ini,imeﬁpértuhjuk—
kan kepada kita bahwa kota sebagal kesatuan wilayah hampir-hampir
“tak mengenal waktu tidur. Intensitas berbagail aktivitas kota ikut
menciptakan suabtu dinamika yang bergejclak"sepanﬁang 24 jam.

Sehubungan dengan keberadaan kota yang multi—fungsi 1itu, maka,

pembangunan suatu kota Jelas diperlukan dan dituntut suatu peren— ;A

canaan yang matang dan berkekuatan hukum Masalah perencanaan
inilah yang akhir-akhir ini menempati posisi yang penting dan
strategis, mengingat dalam suatu perencanaan ihi d@erﬁuﬁum pendé—
katan dan pénanganan vang multisektoral.

Mengapa kita perlu merencanakan ? Méfupakan‘ suatu perta-
nyaan yang menjadi topik perdebatan dalam kebanyakan kondisi di

mana perencanaan berlangsung. Kita telah saksikan bahwa perenca-—



naan dapat dipandang sebagai suatu bagian dari setiap kegiatan
yang. lebih dari sekadar refleksi berdasarkan perasaan éfau
perkiraan semata. Tetapi lebih penting, perencanaan merupakan
suatu komponen yang penting dalam setiap keputusan sosial. Setiap
unit masyarakat, apakah suatu keluarga, kelompok, organisasi,
atau pemerintah +terlibat dalam perencanaan pada saat membuat
keputusan atau mengembangkan Lkebijaksanaan-kebijaksaan untukl
mengubah sesuatu dalam dirinya atau lingkungannya. Dengan
demikian perencanaan berlangsung setiap saat. Dengan mempertim—
bangkan pentingnya perenéanaan ini, maka dalam memperkirakan kota
sebagai suatu agglomeraat berbagdai manusia, dihubungkan pula
dengan fungsinya sebagaj pusat pengembangan berbagai sektor dan
bidang (sumber-sumber daya, perumahan, jaringan transportasi, zo-
nifikasi, perekonomian, kebudayaan,kpemerintahan,_dan'lain-lain),
péranan Pemerintah menjadi dominan dalam hal perencanaan kota.

Melalui penelaahan secara seksama dalam berbagai literatur
dan dokumen, maka sudah Jjelas bahwa ﬁerencanaan‘ kota mempunyai
sejarah yang panjang sebagai suatu proses dan usaha keras setiap
pemerintah beserta masyarakatnya. Rencana kota yang meliputi
" berbagai aspek kepentingah,memuat“beberapa strategi:konéep peren-
caﬁaan yang memiliki karakteristik yang unik dan khas bagi setiap
kota. Norﬁa perencanaan'pun dapat juga berubah dari waktu ke
waktu seiring dengan perubahan zaman. Akan tetapi s&arat—syapat
minimal suatu perencanaan kota--setelah melalui pengujian dan
pengkajian secara ilmiah--seyogianya +tetap dipertahankan dan
dipelihara oleh setiap perencana di manca nsgara, tak terkecuali
Indonesié. Nampaknya, bperencanaan dan pembangunan kotg di Indone-
sia mempunyai fungsi tidék terbatas pada perencanaan kota semata,
tetapi Jjuga dihubungkan dengan skala pembangunan nasional.

Dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan nasional
bukanlah merupakan usaha yéng mudah dan sederhana., akan tetapi

benar-benar memerlukan -pengerahan kekuatan nasional yang ada,
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baik dalam arti intelektual, fisik, dana dan daya. Berbagai teari
tetang pembangunah nasional yang berkembang di dunia ini ti@ak
saja mempunyail gemanya dalam dunia pemikiran skademik tetapi Jjuga
dalam perumusan pola umum atau strategi pembangﬁnan nasicnal
Indonesia. Sudah tentu teori-teori pembangunan itu harus dilihat
dari segi nilai-nilai filsafat bangsa yang dianut, kenyataan,
permasalahan dan potensi serta prospek pembangunan Indonesia
sendiri. perumusan dan pelaksanaan suatu teori serta dalam pe-
A&usunan suatu strategi pembangunan nasional Indoﬁesia, tidak
dapat dilepaskan dari asas-asas dan kaidah—kéidah vang terkandung
dalam Iandasan'konstitusional UUD 1945 dan landasan operasional
Géris—ga:is Besar Haluan Negara.r

Hasalahnya, bahwa di hegara—negara berkembang (termasuk
'Iﬁdonesia) terdapat kecenderungan mehonjolkan sentralisasi dalam
. perencanaan pembangunan nasional ketigbang desentralisasi. Bahkan
pengalaman menunjukkan bahwa yang sering terjadi adalah perenca-
naan dilakukan secara terpusat, sedangkan pelaksanaan dilakukan
dengan pendekatan deséntralisasi dan dekonsentrasi dengan pengen-—
dalian serta _pengawasan_yang.dilakukan secara terpusat pula.
Padshal 'bérdasarkah' kedﬁa kerangka‘iandaSan tersebuﬁr di atas,
penumbuhan kesadaran untuk berpartisipasi dalam proses pembangun-—
an nasional, dikenal dua arah dalam proses perencanaén pembangun—
an nasional, yaitu pg§§§mg, proses "dari atas ke bawah" (top domn
planniné) veng berarti kebijaksanaaah yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat dengan pendekatan wilayah untuk dilaksanakan
oleh péhylenggara pembangunan nasiocnal.Kedua, proses "dari bawah
ke atas"” fbotteom up planningl, dalam arti'datangnya'renﬁana.-dén
keinginan dari "bawah" (pembangunan daerah).

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, adanya pemerintahan di
daerah-—yaﬁg mempunyai hak otonomi untuk mengatur  dan mengurus
rumah tangganya sendiri--tidak semata-mata untuk keperluan efi-

siensi dan efektivitas dalam memerintah, akan tetapi merupakan
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pencerminan dari MNegara Kesejahteraan yang berkedaulatan rakyé%.
Hal ini telah mendapatkan implementasinya dalam GBHN dan berbagai
peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang No. 5/1974
Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Undang-undang Pokok
Agraria No.5/1960, Undang-undang No. 4/1982 Tentﬁng . Lingkungan
‘ Hidup, Ordonansi Pembentukan Kota (SVO) 1948, besertalkeseluruhan
peraturan pelaksanaan lainnya. ' | .

Berdasarkan Undang-undang No. 5/19874, diatur tentang pokok-
' ﬁﬁkok penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonom dan pokok-
pokok ﬁenyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi tugas Pemerintah
Pusat di Daerah. Hal ini berarti penyelengaraan pemerintahan di-
lakasanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan
tﬁgas pembantuan. Dalam Pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk-
lah Daerah?daerah Otonom, yaitu ﬁaerah Tihgkat I dan Daerah Ting-
kat II dengan titik berat otonomi ada pada Derah Tingkat II.
Disamping itu dalam Pelaksanaan asas aekonSentrasi dibentuk wi-—
"layah administratif.

Adanya Pemerintﬁhan di Daerah yang bersifat otonom .adalah
sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi, vyaitu
asas penverahan urusaﬁ pemérinfahan dari Pemerintah Pusat atau
Daerah Otonom tingkat aﬁasnya kepada Daerah Otonom menjadi urusan
rumah tangganya;hal ini'merupakan cerminan dari negara demokrasi.
Sedangkan yang dimaksud dengah asas dekonsentrasi adalah pelim-
pahan wewenang dari Pemerintah ataﬁ -Kepala wilayah Instansi‘
Vertikal‘ tingkat atasnya kepadé pejabat-pejabat di Daerah; hal
ini kerap cenderung lebih kuat ke arah sentralisasi. Ditilik dari
ketentuan UU No. 5/1974, desentralisasi dan dekonsentrasi dilak;
sanakan secara simultan, kendati.keduanya menimbuikan gaya tarik

- Yang berlawanan. Makin kuat tarikan densentralisasi, makin lemah
tarikan dekonsentrasi; demikian éebaliknya.'Hal ini terjadi pula
dalam halrperencanaan pembangunan (kotaf yang bersifét, mendua,

dalam arti membaurnya kewenangan Pusat dan Daerah.
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Dengan adanya UU No. 5/1974, maka pengaturan kota-kota pada
dasarnya dipersatukan dalam pengaturan tentang Daerah Otonom
Tingkat II, yang dikombinasi dengan pelaksanaan dekonsentrasi
serta memberi kemungkinan pelaksanaan +tugas pembantuan. Bila
dikaitkan dengan fungsi dan peranan kota, maka aspek pemerintah-
annva diarahkan pada terwujudnya sasaran serta tujuan—-tujuan kota
sebagal pusat pengembangan kawasan yvang dilayaninya.

" Adalah suatu kenyataan bahwa kota dilihat dari aspek peme-
rintahan dan ﬁerundang—undangannya, maka perkembangan kota-kota
di Indonesia pada umumnya adalah merupakan wariséh dari saman
kolonial Belanda. Dari visi penjajah, fungsi kota antara lain
untuk memperlancar dan mengumpulkan hasil bumi Indonesia, di
samping untuk tempat rekreasinya. Tipe-tipe kota pemerintahah Be-
landa seperti ini masih terlihat pada beberapa kota. Kemudian
peningkatan perkembangan kota-kota disesuaikan deﬁgan fungsi dan
peranan kota tersebut dalam pengumpulan hasil perkebunan dan
pertanian daersh belakahgnya' {hinterland), misalnyaA Bandung
ditingkatkan perkembangaanya sesual dengan fungsinya sebagai tem-
pat aktivitas adminiStrasi pemerintahan, kawasan perumahan; yang
bagi orang—orang-Belanda sangét mehgesankén. |

Kota Bandung yang mulai tumbuh sejak abad ke 18 didukung
oleh alam dan 1ingkungan tatar Bandung yang indah dan nyaman
serta tanah yang subur dan makmur. Kini telah tumbuh menjadi kota
kedua terbesar di Pulau Jawa bagian Barat, yang berfungsi sebagai
Ibu Koﬁa'Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan jumlah pen-
duduk tércatat sebanyak 1.604.984 (hasil survey penduduk atas
sensus tahun 1985),kini (1989) telah mencapai lebih dari 1,7 juta

orang menempati areal seluas 16.739 Ha (sesudah perluasan wila-

yah ex. PP No. 16 Tahun 1987). Dalam perkembangannya dewasa ini

Kotamadya Bandung menampilkan peranan yang sangat penting, baik
dalam skala regional maupun nasional, karena kobanya mempunyal

fungsi sebagai berikut : a.pusat pemerintahan; b.pusat pendidikan

1



7

h

tinggi dan ilmu pengetahuan; c¢.pusat perdagangan; d.pusat perinQ
dustrian; dan e.pusat pariwisata dan kebudayaan. _

Pembangunan kota, pada hakikabtnya adalah suatu proses upaya
warga kota bersama Pemerintah guna meningkatkan kualitas hidup
-dan_memperbaiki kondisi lingkundan pemukimannya. Proses perenca-
naan atau pembangunan kota tidak terlépas dari visi pengelolanya.
"Terkadang, délam penyusunan perencanaan kota hanyva memperturutkan
"selera” dan “obsesi membangun” dari para pemimpin daerah. Kota-
ﬁédya Bahdung pun dilanda hal demikian, seakan-akan sudah menjadi
tradisi atau kebiasaan bahwa pergantian walikota selalu akan
diikuti dengan perubahan kebi jaksanaan perencanaan maupuﬁ dalan
pembangunan kotanya. _

) Sudéh dapat-diﬁastikan bahwa makin sering pergantian wali—
kéta{\ maka dapat dipastikan pelaksanaan pembangunannya bakal
acak-acakan dan semerawut. Padahalldengan dibuatnya suatu peren-
canaan kota-béik dalam Rencana Induk Kota, Rencana Détail Tata
Ruang Kota, maupun Rencana Teknik Tata Ruang Kota, dimaksudkan
sebagai keinginan untuk menciptakan lingkungan kehidupan koté
yang 1ideal, ekonomis, dan efisien untuk mencapai suatu obtimasi
tértentﬁ uﬁtuk masa mendatang. Namun sudah tentu dalam‘pelakéanau
annya nanti dihadapkan kepada beberapa alternatif tindakan. Me-
ngingat keterbatasan dana fpmnbangunan yang tersedia, maka penge-
lola kota yang bailk akan bisa menyusun “skala prioritas” lpembaw
ngunan secara berurutan menurut tingkat kepéntingannya.

'Dari paparan di atas timbul serangkaian pertanyaan “Adakah
hal—halx&éng penting dan perlu dari masalsh perencaaan kobta bagi
studi hukum % "Segi-segi hukunm ﬁanakah yang perlu dikaji déﬁ
diteliti dari masalah perencanaan kota ?" "Apa yang menjadi dasar
alasan telaahannya dari aspek (hukum) penyelendgaraan asas desen-
tralisasi 9" "Mengapa Justru perencanaan kota di Kotamadya Ban-
dung yang menjadi objek penelitannya 7" Barangkali dari =~ serang-

kaian pertanyaan dan masalah inilah yang hendak dikaji dan diuji
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melalui metode penelitiéﬁ yang lazim digunakan dalam suatu peﬁe—
litian ilmiah. Nemun sebagai prolog, di bawah ini akan diulas
secara selintas untuk mengungkap serangkaian pesoalan tadi.

Suatu kota dapat berkembang karena adanya kegiatan-kegiatan
dari penduduk dan Pemerintahnya, dan perkembangan itu tidak
sekadar merupakan perkembangan fungsi dan peranan kota, tétapi
Juga ,‘merupakan pekembangan dari dimensi yang menyangkut
pertumbuhan kotanya sendiri yang memencar kepada berbagail situasi
dan kondisi dari isi dan'ruang.kota tersebut. Hal-hal yang berke-
naan dengan kediatan penyelenggaraan perencanaan dan relaksanaan
penataan serta pembinaan kota oleh Pemerintah itu, apabila
ditelusuri dari sejarah penyelenggaraan pemerintahan Indonesia,
nampaknya diserahkan kepada pemerintah daerah.

' Hal ini depat mulai dilihat melalui Undang-undang Desentra-
lisasi tahun 1903 yang pada dasarnya hanya berisikan pelimpahan
wewenang yang bersifat Sentralistik.‘Disamping itu dengan diun-
dangkannya Keputusan Desentralisasi 1994, terwujudlah bentuk-ben-—
tuk pemerintahan kota dengan sebutan “stadsgemeente Batavia,
Bandung, Buitenzorg - (Bogor), Sukabumi, Surabaya, dan lain-.
iainnya. Keputusan-keputusan Pemerihtah ﬂindia Belanda tersebut
mengatur wewenang-wewenang tertentu untuk ‘stadégemeente tadi,
yang disesuaikan jumlah dan lingkupnya dengan situasi dan kondisi
masing-masing kota. Namun, kota-kota dengan sebutan kotapraja
(stadsgemeente) ~tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi
kepentingan kesejahteraan dan keamanan orang-orang Belanda dan
oleh karena itu umumya mempunyal fungsi pelayanan saja, jauh dari
usaha untuk ﬁeningkatkan kegiatan-kegiatan kota‘ dalam bidang
sosial-budaya, soasial-ekonomi secara menyeluruh. Dengan demikian
fungsinya lebih ditekankan pada hal-hal yang bersifat administra—
tif-pemerintahan semata.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan REepublik Indonesia tahun

1945, pengaturan tentang pembentukan dan perencanaan kota dituang-
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kan dalam Stadsvormingsordonantie (SY0) 1948 dan Stadsvormings-
verordening (SVV) 1949. Dalam SVO (1948) dan SVV (1949) ini dia-
tur bahwa Rencana kota memperlihatkan dan mengatur pembangunan
kota yang sesuai dengan karakteristik dari masyarakat dan geogra-
fis kota yang bersangkuﬁan, mengdambarkan perkembangan kota di
masa depan. Rencana kota harus memenuhi segala kebutuhan dan
: kepenfingan masyarakat yang hetercgen dan pluralistik, baik dari
suku, agdama, budaya, golondan, maupun dari segi status sosial,
ekonomi, dan pendidikan., Dari sini kemudian dipertegas dan diper-~
jelas oleh berbagail peraturan perundangnundangan lainnya, misal-
nya, UU. No.-22/1948, U0 No. 1/1957, UU No.5/1968, UU No.18/1965,
UU No.5/1974, UU No.4/1982 beserta seluruh pératurap pelaksanaan-—
nya. Apakah kesemua peraturan ini telah mencerminkan validitas *?
Beran jak dari gambaran sekilas isi peraturan tersebut, maka »
kota mempunyai fungsi yang komprehensif. Dengan memandang perkem-
bangan dan kemajuan zaman, maka perkembangan dalam bidang pératura
.an perundang-undangan pun menunjukkan adanya berbagai perubahan
guna mengétur fungsi dan peranan kota yang komprehensif tadi. Se-
bab ada .di antara pergturan_perundanguundangan yang berkenaan
' dengan kota itu, telah menggunakan dasar penyusunan (pfemisés)
yvang tidak lagi sesuail bila diuku? dalam kerangka pembangunan se-
karang. Karenanya memerlukan penyesuaian, kesahihan baru. |
Disamping terdapat masalah nyata yang menyangkut perencanaan
kota yang belum diatur sampai'saat ini, ada pula masalah hukum
yaﬁg laih yang cukup mencolok, yakni adanya penyimpangan terhadap
prinsip;ﬁrinsip' hirarki peraturan perundang—undangan. Hal lain
édalah menyangkut substansi peraturan perundang—undangannjé,
antara‘ lain dapat &isebut ﬁisalnya bahwa banyak peraturan..yang :
nampaknya mengatur secara duplikasi atau tumpang tindih satu sama
lain. Hal ini Jjelas akan menimbulkan persoalan penegakan hukunm-
nya, dalam arti akah sulit dicapal tujuan keadilan dan kepéstian

hukumnya. Persoalan lain yang hendak dikaji adalah Dbagaimanakah



12

pengorgdanisasiannya, yand nota bene mendacu pada persoalan
manajemen perkotaan dalam arti luas, baik secara teoritis maupun
dari sudut prakteknya. |

Dari seiian persoalan hukum yang hendak diteliti seperti
tersebut di atas, secara umum barang kali terjadi di setiap kota.
Bagaimanakah hal ini dapat lebih nampak sebagai persoalan konkret
agar secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan? Untuk inilah
penelitian difokuskan pada aspek hukum perencanaan kota di Daerah
Tingkﬁt II Kotamadya Bandung. Mengapa dipilih Kota Bandung,
karena ada beberapa pertimbangan antara lain, tidak berfungsinya
kota Bandung sebagai suatu pusat jasa distribusi untuk melayani
kota-kota dalam wilayah yang lebih luas, berbeda fungsi kota yang
dialami Surabaya, Medan, Ujung Pandeang dan lﬁin—lainnya; perkem-
bangan penduduk kota Bandung cukup pesat, sehingga menjadi kota
terpadat penduduknya di Indonesia; terjadinya berbagai pembauran
fungsi kota, sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ibu Kota
Propinsi yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara; dan yang lebih
penting adalah pertumbuhan kota dari akibat pertumbuhén yang
pesat, tidak lagi diimbangi oleh proses perencanaan yang cepat
dan tépéf;.sehingéa pembangﬁnan éeringkaii tidak'Sejélan 'déngan
perencanaan yang dikehendaki. Sering kali gerak pelaksanaan
pembangunaﬁ mendahulul perencanaan, terutama dalam hal perencaan
detail dan tekniknya. Hal ini menimbulkan julukan, bahwa Peme-
rintah Daerah Kotamadya Bandung lebih paﬁdai merencanakan konsep
ketimbang melaksanakannya. Untuk inilah akan diteliti secara
deskriﬁtif-analitis, meialui metode penelitian normatif dengan

mepertimbangkan metode empiriknya.

B.Identifikasi Masalah _
Adalah suatu hal yang mustahil apabila dalam suatu penysun-—
an perencanaan kota tidak dipertimbangkan faktor pembiayaannya.

Karena tanpa adanya biaya atau dana, maka perencanaan tadi tidak
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mungkin dapat dilaksanakan. Sejalan dengan Undang-undang yo.
4/1974 jis PP No. 5/1876 dan PP No. 6/1976, bahwa pemberian Oto-
nomi Kkepada Daerah adalah untuk mewujudkan Daerah yang bersang-
kutan mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya Sendiri,
sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan
pelaksanaan . pembangunan. Untuk menyelenggarakan urusan rumah
tangga dengan sebaik-baiknya, maka Daerah diberikan sumber-sumber
keuangan yang telah ditentukan, disamping kewenengan  untuk
menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan.
.- Keuangan Daearh timbul dengan adénya renyelenggaraan fungsi
pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu atau 1lebih tingkat
pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi. Salah satu fungsi
tersebut antara lain adalah membentuk suatu perencanaan kota
sebagal bagaian dari'aspek pembangunan. Sebagai salah satu faktor
kendala dalam pelaksanaan dari perencanaan tadi adalsh kekurangan
dana. Maka untuk menutup biaya_ini, Daerah-daerah kerap mengada-
kan tambahan sumber dana berupa subsidi dari Pusat atau bahkan
berupa piﬁjaman. baik dari Pemerintah Pusat maupun dari negara
asing yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.
| ‘Alckasi sumber-sumber keﬁaﬁgan Pémerintah Pusat kepada
Déérah karena beberapa hal yaitu : a. akibat adanya permintaan
yang meningkat dari Daerah, sebagai reningkatan peayanan Lkepada
masyarakat; b. penyebaran sumber-sumber keuangan secara geografis
Yang menyebabkan berkurangnya pendapatan; c. adanya konflik keu-
angan dalam menggali dan sekaligus penguaééan sumber pendapatan.

Pada dasarnya alokasi Pemerintah Pusat ini dapat diberiken
dalam béﬁtuk subsidi maupun pinjaman khusus., Timbul permasalahan,
baéaimanakah "Pemerintah Daerah menyusun dan mengatur strategi
anggarannya yang mungkin serba terbatas, sehingga tanpa harus
berhenti atau mengurangi kegiatan meﬁbangunnya ?

Pembangunan perkotaan sangat diperlukan. Tetapi tidak ber-

arti tanpa dampak, terutama dampak sosial yang menimpa rakyat ke-
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cil. Setiap interaksi di dalem sistem perkotaan yang menyangkut
berbagai sektor dan bidang, akan berpengaruh terhadap proses
Penyusunan perencanaan kotanya. Karenanya, perlu mendapatkan
perhatian bahwa tujuan perencanaan kota, bukan hanya semata-mata
mengejar tercapainya wujud kota secara fisik, melainkan Justru
yang utama adalah menciptakan sistem nilai-nilai yvang bertumpu
pada hakikat keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial.
‘Dalam praktek acapkalai terjadi bahwa peraturan-peraturan
yang dikeluarkan oleh berbagai instansi tidak terkoordiﬁasi,
tidak terintegrasi dan tidak sinkron satu dengan yang lain. Dan
hal ini tidak terbatas di tingkat Pusat saja, juga antara Pusat
dan Daerah, sehingga menimbulkan masalah bagi pihak-pihak yang
melaksanakannya, baik secara struktural maupun fungsional, tak
terkecuali bagi masyarakat warganya. Lebih-lebih dalam kondisi
sosio-kultural, kemampuan Daerah, dan aktivitas warganya yang
sangat heterogen dari Daerah ke Daerah, sukar untuk menggunakan
ukuran-ukuran tertentu secara seragam bagi suatu peraturan.
Selain itu sifat permasalahan perencanaan koﬁé adalah multikom-
pleks, karenanya menghendaki adanya pengaturan yang tidak hanya
sekadar cuku§ mempun&ai léﬁdasan politis/sdsoilogis, hamun ia pun
harus pula cukup mempunyai landasan yuridis-filosofis, yang se-
nantiasa sarat dengan nilai-nilai keadilan yang mengacu pada
kesejahteraan sosial dan disertai adanya jaminan kepastian hukum.
Dari paparan latar belakang dan seulas permasaléhén‘di atas,
disertai kemungkinan pendekatan yang inter-disipliner maka dapat
kiranya diidentifikasi beberapa masalah hukum dalam perencaan

kota di Daerah Kotamadya Bandung, yakni.sebagail berikut:

(1). Apakah Undang-undang N@. 5/1974, SVO 1948 dan SVV 1949
beserta seluruh perangat peraturan pelaksanaannya sudah cu-
kup memberikan landasan pengaturan tentang perencanaan atau

Pembinaan kota dewasa ini dan masa mendatang ¢



(2).

Bagaimana kedudukan hukum dan juga upaya penyelesaiaannya
apabila terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan kota yang
tertuang dalam Peraturan Daerah di satu pihak dengan pelak-
sanaannya di pihak lain %

Dari masalah-masalah tersebut di atas, kiranya panelitian

ini beranjak. Namun tidak tertutup kemungkinén adahya perluasan

masalah dalam pembahasan nanti.

C.Jujuan Penelitian

Untuk mengetahui secara seksama ketentuan peraturan perundang-
undangan, kebi jeksanaan dan pranata hukum yang berkenaan dengan

penyelenggaraan asas desentralisasi dalam perencanaan kota,

" serta bagaimana pula pelaksanaannya di Daerah tingkat I, Kota-

madya Bandung;

Untuk mengetahui secara seksama dasar remikiran, maksud dan
tujuan dilaksanakannya atau tidak/ kurang dilaksanakannya ke-
tentuan yang berkenaan dengan perencanaan kota;

Untuk mengetahul hal—hal yang menghambat diterapkannya pera-
turan perundang—undangan perencanaan kota secara konsekuen.
Untuk mengetahui secara seksama sejauh mana peraturan perun-
dang-undangan, kebijaksanaan dan pranata hukum di bidang pe-
rencanaan kota masih menampakkan éksistensinya, dan bagaimana
relevansinya dengan usaha penyempurnaan Hukum Pemerintahan di
Daerah, dan Hukum Administrasi Negdara, khususnya dalam bidang

perencanaan kota.

D.Kegunaan Penelitian

1.

Diharapkan berguna sebagai kontribusi terhadap pengembangan

hukum pada umumnya.

2. Berguna untuk pengkajian dan pendembangan materi Hukum Peme-
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rinfahan di Daerah, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pe-
rencanaan Tata Ruang;

3. Memberikan masukan bahan dan rekomendasi bagi usaha pembentuk-
an dan penyempurnaan berbagai peraturan yang berkenaan dengan
kota, misalnya, Rancangan Undang-undang Bina Kota, Rancangan
Undang-undang Tata Ruang, Rancangan Undang—undang'fata Guna
Tanéh, dan berbagai peraturan lainnya.

4. Seﬁagai sumbangan pemikiran bagi para pengambil keputﬁsan dan
para perencana pembangunan dalam merumuskan kebijaksanaan pem-—
bangunan Kota dan pembangunan Daerah, khususnya Pemerintah
Daerah Kotamadya Béndung.

5. Sebagai salah satu referensi atau bahan acuan untuk penelitian

labih lanjut bagi yang memerlukannya.
E.Kerangka Pemikiran

1.Sistem Perencanaan Normatif Dalam Kerangka Penbangunan
Nasional |

_ Dalam menyelenggarakan keglatan—keglatan pemerlntahan untuk
mencapa1 keseaateraan rakyat yang berkeadllan, dlperlukan kebera—
daan hukum. Karena setiap gerak pembangunan harus dituangkan ke
dalam hukum, baik dalam hal landasan kegiatannya maupun penunjang
yang menjamin hasil pembangunan yang baik. Adalah suatu hal yang
mustahil apabila dalam proses kegiatan penyelenggéraan pemerin-
tahan--terutama dalam pelaksanaan peﬁbangunan-—mengabaikan keber-
adaan dqn fungsi hukum dalam arti yang'sebenarnya.Hal ini menjadi
penting, karena masih ada anggapan demi lancarnya pembangunan
(fisik), maka dapat digunakan segala macam cara untuk men jaga sta-
bilitas, kendati mengabaikan keberadaan hukum (hukum yang demokra-
tis). Hukum mungkin tetap ada memang, namun hanya sekadar alat
kekuasaan Pemerintah untuk menjalanken tugasnya, maka Jjadilah’

Negara kekuasaan. Hal demikian justru rerlu dicegah dan dihin-=.



dari, sebab pembangunan tanpa peran serta hukum akan terjédi
perubahan masyarakat ke arah suasana yang anarkis.

Di sinilah peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk
menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.
Ada anggapan yang boleh dikatakan_hampir merupakan keyakinan bah-
wa perubahan yang teratur demikiaﬁ dapat dibantu oleh perundang-
undangan atau keputusan pengandilan atau kombinasi dari keduanya
1). Dengan demikian nampak bahwa perubahan maupun ketertiban (ke-
teraturan) merupakan tujuan kémbar dari masyarakat yang sedang
membangun, maka hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabai-
kan dalam proses pembangunan 2). Keberadaan kaidah-kaidah hukum
terutama yang berbentuk peraturan perundang-undangan, tumbuh untuk
memberi bentuk pada proses pembangunan yang ditimbulkan oleh per-
kembangan masyarakat.Di sini hukum juga berkembang seiring dengan
perkembangan masyarakatnya atau bahkan mendahuluinya. |

Namun sejalan dengan peranan dan fungsi hukum tadi, maka
tak terlepaskan keterkaitannya dengan ketertiban dan keteraturan
administrasi pemerintahan dalam pengelolaan pembamgunan itu sen-
diri. Sebab keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Nasional
pada tingkaﬁryang dominanlditentukaﬁ oleh kemampuan administratif
yang terdapat dilingkungan pemerintahan. Sudah barang tentu dalam
kegiatan-kegiatan pelaksgnaan pérencanaan menghendaki adanya hu-
bungan yang erat secara +timbal balik dan adanya interdepedensi
antarkomponen birokrasi yéng saling menentukan, sehingga semua
kompongn itu bergerak dalam satu kesatuan yang terpadu ‘mencapai
tu juannya. Untuk ini, masalah koordinasi‘ dan sinkronisasi
menempati posisi yang penting guna menyamakan persepsi tugas dan

vewenang masing-masing yang seluruhnya bersumber pada hukum.

1)Mochtar Kusumaatmad ja,Pembinaan Hukum Dalanm Rangka Pembangunan
» Bandung, 1986, hlm. 3

2) Mochtar Kusumaatmad ja, idem

Nasional
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Dalam suatu kegiatan penyelengaraan pemerintahan sangat di-
- perlukan suatau perencanaan. Perencanaan merupakan penentuan ten-—
tang apa yang akan dicapai dan dilakukan di masa mendatang yang
senantiasa diliputi oleh ketidakpastian dan serba kemungkinan. O-
leh karena itu dalam proses perencanaan perlu adanya prakiraan
keadaan; yaitu memperkirakan dan memperhitungkan segala sesuatu
yang.diprédiksi di masa depan. Sehingga sejak dini sudah dianti-
sipasi agar dapat dicegah atau diminimalisasi kekurangan, kelemah-
annya, dan kekeliruanhya. Hakikat suatu rencna adalah campur ta-
-ngan pemeriqtah terhadap arah pembangunan masyarakat di masa yang
akan datang. Suatu rencana bukan hanya menentukan arah kegiatan
yang direncanakan, tetapi Jjuga memuat rumusan pemikiran untuk
menghadapi dan memecahkan persoalan yang diperkirakan akan dijum-

rai dalam perjalanan 3)

. Namun dalam prakteknya, pemerintah tidak
hanya sekadar campur tangan, tapi sudah yang paling menentukan.

- Di dalam proses dan prosedur penyusunan suatu perencanaan
pembangunan dilakukan dengan menggunakan sistem yang terkait erat
dengan sistem pemerinﬁahan. Ada suatu sistem di mana Penyusunan
rencana sejak awal diproses sudah melibatkan lembaga perwakilan
rakyat &aﬁé'méngikutsertakaﬁ pula para ﬁakar'di‘bidang itu. Kemu-
dian sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati, maka penetap-—
annya juga dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat tadi yang di-
wujudkan dalam bentuk undang-undang. Sistem ini sepintas dilihat
dari segi representatifnya adalah baik, karena secara politis
mendapat dukungan politik. Akan tetapi pembangunan_itu sendiri
merupkan suaﬁu proses'perubahan yang mendasar dan berlanjut, yang

dalam pérjalanannya menimbulkan kebutuhan akan adanya penyesuai-

an—penyesualan atas rencana yand telah ditetapkaﬁ itu. Maka hal

3).Bintoro Tjokrpamidjojo, ~Perencanaan Permbangunar, CV. BHaji

Masagung, Jakarta, 1987, hlm. 8-11
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ini akan menimbulkan kelambatan apabila penyesuaian untuk menja-
wab tantangan perubahan itu harus melalui prosedur pembentukan
undang-undang yang dibahas dalam forum lembaga perwakilan rakyat.

Ditilik dari prosedur tersebut, maka sekurangnya akan .ter-
Jadi dua kemungkinan kendala. Pertama, terjadi kelambatan proses
penyesuaian rencana; dan selama menunggu preses penyesuaian yang
kerap ﬁemakan waktu yang lama itu, tidak mustahil terjadi penye-
'suaiah—penyesuaian dengan mendahului keputusan dari yang berwe-
nang.Kedua, akibat proses penyesuaian tadi dianggap lambat, maka
dapat terjadi renyesuaian secara diam-diam (terselubung) tanpa
melalui proses dan prosedur yang seharusnya. Apabila hal ini ter-
Jjadi, maka secara teoritis ékan‘menimbulkan rersoalan hukum dike-
mudian hari. Memang, apabila dikaji dari segi demokrasi, keterli-
batan lembaga perwakilan rakyat ini akan mencerminkan kgrakteris-
tik pemerintahan demokratis. Namun secara ekononmis, Barangkali
‘perlu dikaji ulang kesahihannya. '

AAdapula sistem yang lain ialah bahwa perencanaan dan seka-
ligus penetapannya hanya dilakukan oleh pemerintah, tanpa meli-
_ batkan campur tangan lembaga perwakllan rakyat selaku lembaga po-
litik. Cara ini akan sangat cepat dalam pemrosesannya, " dari sejak
proses awal perencanaan sampai dengan penetapannya, begitu pula
Jika dalam pelaksanaannya diperlukan adanya renyesuaian-penyesu-
aian. Proses dan prosedur yang tanpa melibatkan lembaga politik
ini dianggap suatu kelémahan. Padahal dukungan_ rolitik yang
tercermin melalui 1embaga rerwakilan ini merupakan proyeksi dari
dukungéq dan partisipasi masyarakat. Inilah sesungguhnya bahwa
suatu perencanaan itu bukan hanya memerlukan landasan hukum untuk
menunjang operasionalnya,melainkan juga memerlukan dukungan dan
partisipasi maéyarakat luas.

Adapun sistem lain yang dewasa ini berlaku di Negara kita
adalah sisteﬁ yang merupakan perpaduan (kombinasi) dari kedua

sistem di atas, namun tentunya diupayakan untuk menghilangkan a—
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tau minimal mengurangi faktor kelemahannya. Ditilik dari proses
dan prosedurnya, gagasan umum tentang pembangunan--yang kerap
dirancang oleh pihak pemerintah melalui tangan dan buah pikir pa-
ra pakar dari berbagai bidang--diserahkan kepada Majelis Permu-
syawaratan Rakyat (MPR). MPR sebagai penjelmaan rakyat menerima
rancangan--yang telah digodog dari berbagai aspek teknik dalam
men jangkau tujuan akhir--untuk dibahas oleh para anggotanya sela-
ku wakil-wakil rakyat.

Kemudian, MPR atas nama rakyat menetapkan gagasan itu seba-~
éai garis-garis besar haluan pembangunan. Untuk menjabarkan lebih
lanjut sehingga menjadi konkret mengenai tahap—tahapnya\dan sasa-
ran—-sasaranya sekaligus pembiayaannya dilimpahkan tugas dan
wewenangnya kepada Presiden/Mandataris MPR dalam bentuk Penugasan
dan pemberian wewenang. Atas dasar ini, Presiden kemudian menge—
luarkan keputusan yang Jjangka waktu berlakunya lima tahun sebagai
penetapan rencana pembanguan. Hal ini kemudian lazim dinamai
Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

Koherensi antara aspek teknik, yuridik ekonomi, dan poli-
tik/demokrasi tidak hanya tercermin dar1 proses perencanaan se-
perti terurai di atas, melainkan Juga karena sebelum dlkeluarkan
keputusan Presiden, terlebih dahulu ditampung sumbangan pemikiran
dari lembaga perwakilan rakyat dan lembaga-lembaga pemeintah
(eksekutif), yaitu departemen dan non-departemen teknis ‘termasuk
saran—-saran dari Daerah-daerah yang disalurkan melalui diskusi—
diskusi antara Tim/ Teknis BAPPENAS serta Tim Departemen Dalam
Negeri' dengan BAPPEDA Propinsi dan para kanwil departemen dalam
forum Kahsultﬁsi Intensif di daersh-daerah.Dalam tautan ini tidak
kalah pentingnya peran serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat
yang tentunya dapat memberikan masukan-masukan dalam proses pe-
nyusunan perencanaan pembangunan. Dengan demikian meskipun for-
malnya rencana itu ditetapkan dengan Keptusan Presiden selaku

pimpinan Eksekutif Pemerintahan, tetapi aspirasi poltis dari lem-
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baga perwakilan rakyat terserap untuk kedua kalinya; pertama, pa-
ra anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku anggota—anggota
Majelis Permusyawaratan Rakyat pada waktu membentuk Garis-garis
Besar Haluan Negara (GBHN), dan kedua dalam membahas sumbangan
pikiran DPR yang dibérikan kepada Presiden dalam penysusunan RE~
PELITA, terutame dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). |
;Aspek teknis dan aspirasi daerah Jjuga terserap melalui Jja-
lur Konsultasi Intensif tadi. Dengan demikian kebijakan Pimpinan
Ekasekutif Pemerintah mendapat dukungan yang luas dari segehap
strata masyarakat, sehingga semua pihak merasa terikat dan berke-
wajiban untuk turut melaksanakan rencana itu dengan sebaik-~baik-
nya sesuai déngan kedudukan, tugas dan kesempatan kemampuan ma-

4). Dengan demikian perencanaan mempunyai pengaruh

sing-masing
yangd menentukan terhadap perumusan kebijaksanaan Negara yang di-
ejawantahkan dalam berbagai jenis peraturan (GBHN, undang-undang,
peraturan pemerintah, keppres, permen, perda dan seterusnya).
Selain itu, perencanaan berpengaruh Jjuga terhadap perimbang-
an-perimbangan kekuasaan polltlk dan melalul varlabel ini Juga
'mempengaruhl ‘kebi jaksanaan. Oleh karena perencanaan mencakup pe—
nguralan tujuan-tujuan, maka perencanaan Juga berarti memancing
konflik-konflik. Walaupun dlsadarl bahwa karaterlstlk penegakan
hukum dalam pembangunan dlper51apkan untuk menghadapl dan menye-
lesaikan konflik. Menurut seorang pakar 5051010g1 hukum 5), si-
tuasi konflik di sini terutama timbul oleh karena pembangunan

lebih berorientasi kepada sasaran, sehingga hukum yang menekankan

4). Ateng Syafrudln, Bahan—-bahan Penataran “Adminintrative Orga-—
niratien And Planning, Kerja sama Hukum Indonesia Belanda,' FH.
UGM Yogyakarta, 10-15 Juli. 1989, passim. |

8). BSatjipto Rahardjo, Hasalah Penegakan Hukum, Sinar Baru
Bandung, tanpa tahun, him.122
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prosedur akan banyak dirasakan sebagai hambatan. Justru itulah”

dalam hal demikian, maka dibutuhkan perencanaan yang +teliti,
cermat, terarah dan terpadu. Sehingga dalam kbnteks ini, fungsi
hukum dapat memberikan "arahan dan panduan” melalui interpretasi-
interpretasi yang memberikan landasan dalam perumusan Xkebijaksa-
naan dan memberikan kepastian dalam bertindak; serentak dengan
ini adanya pengawasan yang efektif dan efisien dari berbagai pi-

hak térhadap situasil demikian tadi.

2.Keterhubungan Antarkaidah Hukum Dalam Bidang Perencanaan
Kota

Di dalam lingkup perencanaan kota, maka "kota" dapat dijé—

laskan baik dari segi struktural maupun fungsional.Bila dihubung-
kan dengan segi struturalnya, maka kota itu dapat diartikan seba-
g€ai suatu afea/daerah atau wilayah yang secara administratif me-
miliki batas-batas yang di dalamnya terdapat komponen—komponen
yang meliputi antara lain : penduduk dengan ukurannya (population
size); sistem ekonomi, sistem sosial, sarana maupun infrastrutur
yang \kesemuanya merupakan sebagai satu kelengkapan keseluruhan.
Sedangd aﬁ dari ségi fungéionalnyé peﬁgertian koté'dapat'diartikan
sebagai\ pusat pemukiman penduduk maupun pusat pertumbuhan dalam
sistem pengembangan kehidupan sosio-kultural yang yang berdimensi
6)

luas Dari manapun kita memandang, pada dasarnya berawal dan
\.

berabermuaré pada peranan manusia di dalamnya amat nenentukan.
Tingkah laku manusia adalah suatu aspek yang penting dalam
peninjéuén kota dan perencanaan kota. Karena manusia ity bersegi
banyak dan mengingat pula permasalahan kota itu sendiri merupakan
suatu sistem dinamik yang sedemikian kompleksnya, maka pertimbang-

an berbagai aspek maupun disiplin ilmu seyogianya mampu diperta-

6).S5lammet Ryadi, A.L, Tata Kota Suatu Pendekatan Dari Aspek

Kesehatan Lingkungan, Bina Indra Karya, Surabaya, 1984, hlm. 5
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utkan secara lintas sektoral dan lintas bidang melalui perencanaan
yang bersifat inter dan multi disipliner, dalam hal ini kajian
yuridis tentang prerencanaan kota pun mengait pada pertimbangan
tersebut. Di bawah ini akan digambarkan secara selintas bagaimana
keterhubungan antarkaidah hukum itu sendiri maupun dengan disi-
plin ilmu lain yang berkenaan dengan perencanaan kota.

Diberbagai literatur yang berkenaan dengan kota dan peren-
canaan- kota, kerap terdapat batasan dan pengertian "kota" dan
"perencanaan kota". Nemun dalam bagian ini, tidak dimaksudkan un-
tuk mengkaji dan/atau meperbandingkan antara yang satu dengan la-
innya dari berbagai literatur,tetapi dikaji dari penelusuran per-
aturan perundang—undangaﬁ yvang mengait dengan "kota" dan perenca-—
naan kota”. |

Apabila ditelusuri berbagail peraturan yang berkenaan dengan
'“kota" dan “"perencanaan kota”, maka tak pelak lagi kita skan te-
mukan peraturan produk kolonial Belanda yang dibuat di masa Kke-
merdekaan. Péraﬁuran tersebut adalah Stadsvorming Ordonantie 1948
(stb. 1948 No.168) dan peraturan pelaksanaannya yakni Stadsvorming
Yerordening 1949 (Stb 1949 No. 49) keduanya lagim d151ngkat
dengan SVO dan SVV yang kini ma51h tetap berlaku Dasar pemben-
tukan kedua peraturan ini antara lain disebutkan sebagai "pera-
turan untuk menjamin pembentukan kota yang dipertimbangkan dengan
seksama, teristimewa untuk kepentingan pembentukan kembali secara
cepat dan tepat dari daerah-daerah yang'ditimpa bencana pepera- .
ngan".ﬁ.Adapﬁn SV0 dan SYY tersebut mésih berlaku di Negara 'kita
adalzah Berdasarkan stelsel perundang-undangan kita, yang melglui
© ketentuan-ketentuan Aturan Peralihén ketiga Undang-Undang Dééér
yang pernah berlaku dan juga oleﬁ UU; No 14/1978 Paseal 26, bahwa
selama belum diganti/dicabut berlakunya dengan perundang-undangan
Yang baru,'ja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang—undang Dasar atau peratuan yang leblh tinggi (sesuai

Perinsip hlrark1 peraturan perundang-undangan



Perihal batasan-batasan yang berkenaan dengan pengertian
umum tentang Rencana Kota dan Aturan-—-aturan Pembentukan Kﬁta dia-
tur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 SVO. Dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 3, dapatlah dikatakan bahwa Rencana Kota adalah :

"Buatu "keputusan” yang ditetapkan oleh  Dewan ( maksudnya

Pemerintah Daerah ex Ps. 13 ayat (1) UU. No. 5/1974, pen)
menurut syarat-syarat yang diatur dalam/oleh peraturan pe-
merintah yang berisi garis-garis besar daerahnya tentang
.keadaan pembentukan kota yang ada, rencana-rencana khusus
yang telah ditetapkan, peruntukan tanah yang telah direnca-
nakan lebih lanjut dengdan membedakan lima lingkungan utama
peruntukan sedemikian rupa sehingga unsur-unsur yvang ‘ter-
penting untuk pembentukan kota yang selanjutnya bezerta
perbaiakn bagian-bagian kota yang ada, demikian pula kota
yang +telah direncanakan satu sama lain nampak ada hubu-
ngannya" ,

Dari ketentuan tersebut ada empat hal yang penting yaitu :

a. Dewan Kota (Pemerintah Daerah) menetapkan suatu rencana kota.
- Dewan tersebut juga ber#enang untuk menetapkan rencana- kotg
sebagian demi sebagaia,dan berkewajiban untuk meninjau kembali
rencana it apabila dirasa perlu;
b. Rencana kota harus mencakup peruntukan daerah-daerah yang di-
perlukan untuk perumahan, perusahaan dan perdagangan, rerleng-
_kapanwperlengkapan sosial,teknis,dan kesshatan yang diperlukan;
6. Memajukan kegiatah &ang cbcok.darilpemakaian'tanah;lalu:lintas
baik yang bersifat sétempat maupun regional;
d. Penyediaan perusahaan yang memenuhi syarat ssosial, ekonomi,
dan kesehatan.
Pengertian rencana kota ini lebih lanjut oleh SVV Stb. 1949
No. 4% dijelaskan :
Pasal 1. Rencana Kota menun jukkan dan memuat suatu perkembangan
kota yang sesuai dengan sifat—sifat kémasyarakatannya dan sifat-
sifat geografisnya serta pertumbuhannyaryang dapat diduga—dﬁga—
kan. Rencana itu harus menuju kepada meménuhi kebutuhah—kebutuhan
yang seimbang dari semua golongan penduduk sesuai dengan sifat-
sifatnya dan harus menuju pelaksanaan tugasnya (fungsi) yang har-

monis sebagai kota dalam keseluruhannya, segala sesuatunya dalam



hubungan yang tepat dengan sekitarnya serta dengan mengindahkan

fungsi kota itu dalam hubungannya dengan segala sesuatu.

Pasal 2. Berdasarkan apa yang tersebut dalam Pasal 1, Rencana Kota

itu selain apa yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) SVO harus ju-

g€a memuat sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan yang berikut :

1. untuk peruntukan daerah-daerah yang diperlukan bagi perumahan
rakyat, untuk tempat-tempat perusahaan dan rerdagangan, untuk
pekerjaan—pekerjaan bangunan umum dan untuk perlengkapan-per-
lengkapan sosial, teknis, kesehatan, yang selanjutnya diper-
lukan. |

2. untuk memajukan kegiatan yang cocok dari pemakaian tanah, dari
lalu lintas yang lancar dan aman, yang bersifat setempat dan
antartempat.

3. untuk melindungi pekerjaan-pekerjaan atauy kompleks-kompleks
yang dipandang penting dari sudut sejarah, kebudayaan ataﬁ
keindahan, untuk mencegah peniadaan  kepermaian dan untuk
menambah terwujudnya keindahan baru, ’

4. untuk menambah perumahan yang memenuhi sebaik-baiknya syarat
sosial, ekonom1 dan kesehatan,lsesual dengan adat dan kebutuh-
.annya, terlstlmewa pula bagl golongan-golongan penduduk yang
kurang mampu.

Dari ketentuan tersebut di atas ada beberapa hal yang hen-
dak ditelaah secara khusus berkenan dengan perihal ‘“kota" dan
"perencanaan kota". Secara hipotetis dapat dikemukakan bahwa ter-
nyata untuk mengkaji masalah "kota" dan “"perencanaan kota" itu
benar-benar mesti dilakukan pendekatan secara inter dan multidi-
siplinef; supaya dalam pengambilan konklusinya nanti tidak bias.
Untuk keperluan pemaparan Kerangka Pemikiran Penelitian ini, maka
akan diungkap secara sekilas tentang keterhubungan kaidah hukum
dalah mesalah "kota" dan "perencanaan kota", dengan beranJak dari
ketentuan SYO dan SVV sebagal titik tolak analisisnya.

Dari kedua ketentuan tadi ada beberapa komponen yang



menun jukkan keterhubungan antarkaidah hukum yakni : P

a. Bahwa wewenang menetapkan suatu rencana kota terletak pada
Pemerintah Daerah. Karenanya, kaidah-kaidah, dan pranata—pra-
nata hukum Pemerintahan daerah memperﬁunjukkan kepentingannya;
vang dewasa ini rujukan yuridis formalnya pada UU No. 5/13974,
Di dalam UU.No.5 /1974 memberikan wewenané yangd luas untuk me-
netapkan kebijakaéanaan serta menentukan keputusan-keputusan
yaﬁg tepat untuk menyusun perencanaan kota. Pemerintah Daerah
sudah turut serta dalam sistem koordinasi terhadap berbazai
program pembangunan yang dilaksanakan di daerah. Hal ini tér—
kait dengan kedudukan Kepala Wilayah (Pasal 3@ dan 81 UU. No.
5/1974 yo PP No. 6/1888). Tentang sejauhmana penjabaran kewe-
nangan Pemerintah Daerah ini ddalam pembentukan perencanaan ko-

. ta akan diungkap dalam bagian lain di bawah nanti.

b. Bah@a di dalam "renacana kota" memuat pﬁla perenacaan, penggu-
naan, dan peruntukan tanah. Ditilik dari maksud ketentuan ini,
nyata bahwa di dalam pembentukan "perencanaan kota" menying-
gung pula kaidah-kaidah hukum agraria. Di dalam UU Pokok Adra-
ria No. 5/196@ khususnya Pasal 2 menyatakan bahwa hal-hal yang
menyangkut bumi, air dan ruang angkasa dikuasai oleh Negara. |
Hak menguasai dari Negara ini, antara lain memberi wewenang
kepada Negara untuk mengétur dan ﬁenyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, peresediaan dan pemeliharaan bumi, aif dan ruang
angkasa tersebut. Hak Menguasai dari Negara ini dapat dikuasa-
kan antara lain kepada Daerah Otonom (Pasal 2 ayat (4) UUPA).
Dalam perkembangannya 1st11ah "hak penguasaan” ini (untuk per-
tama kali digunakan dalam PP. 8/1953) diubah menjadi “hak
rengelolaan” (istilah yang dipergunakan oleh Peraturan Meﬁte—
ri Agraria No.8/1965). Kemudian diulangi lagi éleh Permendagri -
'No.6/1972 khususnya Pasal 12 ayat (5) yo Permendagri No.5/1973.
Pasal 28 dan diperfegas lagi oleh Permendagri No.1/1877. Jadi

daerah otonom pun ada dasar humumnya dalam "hak pengelolaan”.
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Yang berkait eraf dengan ketentuan Pasal 2 UUPA di aﬁés
adalah kepentuan Pasal 14 UUPA yang intinya memberikan tugas,
kewajiban dan wewenand kepada pemerintah untuk membuat rencana
unum mengenal persediaan, peruntukan, dan pengunaan bumi, air,
dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di da-
lamnya. Diatur iebih lanjut bahwa Pemerintah Daerah mengatur,
peruntukan, penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk
daerahnya,sesuai.dengan keadaan daerah masing-masing (Pasal 14
ayat (2) dan (3) UUPA).Ditegaskan dalam Memori Penjelasan II/8
' UUPA menyebutkan bahwa tanah untuk persediaan, peruntukan, dan
penggunaannya harus melalui perencanaan. Dari sinilah beranjak
telaashan tentang Land Use Planning dahLand Consolidation dalam
’kerangka perencanaan kota melalui analisis keagrariaan,misal-
' nya tentang "pencabutan hak atas tanah” (ex UU No. 20/1961 Jis
Inpres No. 1/19786, Permendagri No,15/1975, dan Permendagri No.
2/1985 ﬁentang.pembabasan tanah unﬁuk'keperluan pemerintah.
Bahwa dalam rangka penyusunan suatu "rencana kota®, harus men -
dasarkan pada aspek lingkungan hidup. Faktor lingkungan hidup
ini menjadi sangat_pen?ing, karena tujuan perencanaan kota bu-
 kan “hénfa semata-mata mengejar tercapainya ﬁujﬁd‘kota .secaré
fisik, melainkan Jjustru yang utama adalsh untuk lebih mencip-
tekan nilai-nilai akan kualitas lingkungan hidup yang lebih
baik.Kesadaran ini mendapat legitimasi dalam Undang-undang Po-
kok ‘Lingkungah Hidup No. 4/1982. Satu hal yang penting dalam-
konteks ini adalah bahwa Pembangunan berwawésgn linkungan.ada-
lah upaya sadar dan berenéana menggunakan_dan mengelola sumber
daya secafa bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungah
‘untuk meningkatkan mutu hidup (Pasal 1 butir 13 UU No.14/1982).

Dalam masa akhir-akhir ini, perhatian terhadap 1lingkungan
hidup telah menjadi bagiaﬁ dari segala macam perenéagaan fung-
sional. Inilah sebabnya mengapa mengenai perhatian terhadap

lingkungan, feori—teoril konsep-konsepr, dan praktek-praktek
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yang ada menjadi sangat penting, tetapi terkadang diabaikéﬁ.
Hal ini tidak berarti dalam perencanaan kota tidak mempunyai
wawasan _liﬁgkungan{ namun hanya menunjukkan bahwa artikulasi
ini telah berlangsung. Kualitas lingkungan hidup mencerminkan
efek sosial-higeinis dan estetis masyarakat kota.

RingkaSnya, karena pembangunan kota meﬁgubah keadaan fisik
lingkungan alam menjadi lingkungan buatan manusia, maka peru-
bahannya haruslah memperhitungkan kelangsungen fungsi lingku-
ngan alam agar tidak mérugikan manusia itu éendiri.'Ini'berar—'
ti bahwa perencanaan ruang akan penggunaan tanah menjedi pen-
ting sebagai ikhtiar mengubah lingkungan alam tanpa kerusakan.

d. Dari sekian banyak masalaﬁ yang melingkupi bidang "perencanaan
‘kota, ada,masalah'yang éangat mendesak untuk dipecahkan, yaitu
masalah penggunaan ruang (tanah). Hal ini menyangkut permasa-
lahan antara lain: terjadinya tumpang tindih/benturan berbagai
kepentingan antarsektor dalam penggunaan ruang (tanah);mening-
kafnya frekuensi bencana alam antara lain berupa banjir dan
longsor, rusaknya keseimbanganltata air, terjédi kekeringan,
tumbuhnya perumahan kumuh, kemacetan lalu lintas, sulitnya
-*mendapatkén  air tanaﬁ dan 1ain se5aéainya. Sehubungan dengan
itulah masalah perencanaan kota berkait erat dengan masalah
tata ruang dan tata guna tanah. Dari sini melahirkan pula kai-
dah-kaidah dan pranata-pranata hukum baru, yang hendak dituang-
kan dalam peraturan perundang-undangan tata ruang dan peratur-

an perundang-undangan tata guna tansh.

3. Penijsbaran - Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan‘"”
Perencanaan Kota ' |
Dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, bahwasannya apabila
diteliti dari bagian Pembﬁkaan dan pasal demi pasal di Batang -Tum
buh, tidak terdapat satu pun kata "kota". Namun hanya dapat Lkita

dapati secara tersirat dalam bagian Penjelasannya, yakni Penlje-



lasan Pasal 18 dengan menyebut :"Daerah Indonesia akan dibagi

dalam daerah propinsi daﬁ daerah propinsi akan dibagi pula daiam
daerah yang lebih kecil® (kursif, pen). Maksud "daerah” di sini

dapat . diperluas maknanya sehingga mencakup pengertian “kota".

Konstatasi ini didapat dari makna bahwa daerah yang lebih kecil
dari propinsi (Tingkat I) itu dapat berarti "Daerah Tingkat II";
dan Daerah Tingket II ini terdifi atas kabupaten dan kotamadya.

Hal ini tentunya merujuk pada pengertian sekarang ini.

‘Sebagai implementasi dari Pasal 18 UUD 1945, maka perihal
"kota" di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1988 dimasukkan
bidang Pembangunan Daerah seperti ternyata di dalam Bab Iv.D.12.¢2
yang Dberbunyi | |

"Pembangunan perkotaan perlu dilanjutkan dan dilaksanakan
secara terencana . dan terpadu dengan memperhatikan per-
kembangan penduduk, sehingga menjamin lingkungan yang se-
hat untuk hidup, bekerja dan berusaha. Dalam hal ini perlu
selalu diperhatikan kaserasian hubungan antara kota dan
daerah pedesaan sekitarnya, antara kota dan kota sekitar-
nya, serta keserasian pertumbuhan dalam kotas itu sendiri
dengan tetap memelihara nilai sosial budaya yang mencer-
minkan kepribadian bangsa.Perhatian khusus perlu diberikan
pada perbaikan pengelolaan perkotaan"

Timbul pertanyaan siapakah yang mempunyai tugas, kewajiban dan

wewenang merencanakan dan_melaksanakan pembangunan kota ¢ Seperti
telah disitifrdi atas bahwa berdasarkan‘keténtuan SVO dan SVV,
- wewenang dan tangdung Jjawab pengelolaan dan pembangunan kota
terletak di tangan Pemerintah Daerah. Dimaksud denganPemerintah
Daerah” menurut UU. No. 5/1974, Pasal 13 ayat (1).ada1ah Kepala
Baerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kepala Daerah dalam
kedudukan dan fungsinya yang lain disebut atau merangkap pula
sebagai‘,Kepala Wilayah (Pasal 77) dan Pasal 79 dan selanjutnya
menentukan.bahwa Kepala Wilayah ini disebut juga Penguasa Tunggal
yang wajib : memimpin pemerintahan; menkoordinasikaﬁ pemBangunan;
dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Dari sinilah
terbit tﬁgas, kewajiban dan wewenang antara lain salah satunya

adalah : menyelenggarakan koordinasi- atas kegiatan instansi-
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instansi wvertikal dan instansi—instansi~vertikal dengan Dinas-
dinas Daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam‘ pelaksanaan
untuk mencapal daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
Adapun dalam diri "Kepala Daerah" +terdapat dua fungsi
yaitu: a._Fungsi Kepala Dasrah thnom yang memimpinpgn$elengaraan
dan bertanggung Jjawab sepenuhnya tentang Jjalannya pemerintahan
Daerah; dan b. Fungsi sebagal Kepala Wilayah yang memimpin penye-
lenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintah
'Pusat di Daerah. Kemudian perihal otonomi daerah , lebih lanjuf
Pasal 11 menentukan bahwa "titik berat otonomi daerah diletakkan
pada Daesrah Tingkat II". Menurut Penjelasann}a, dimaksudkan yaitu
. dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pe-
lgksanaan pembapgunﬁh; dengan pertimbangan bahwa DT. II-lah yang
lebih langsung berhuﬁungan dengan masyarakat sehingga diharapkan
dapat lebih mengerti dan memenuhi éspirasi—aspirasi masyérakat
tersebut. ' Jadi dari ketentuan-ketentuan tersebut maké ‘dapat
disimpulkan bahwa Walikota Kepala Daerah Tingkat II oleh karena
meliputi wilayah Kotamadya yang pada umumnya berupa‘"kota" déngan
sendirinya berbagal masalah pgrkotaan menJadl tanggung Jawabnya
-Tentu termasuk di dalamnya ‘perihal “perencanaan kota" _
Untuk lebih memantapkan pembangunan daerah, maka dalam
rangka ini dibentuk Unit Pérencanaah Daerah yang bernama Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berdasarken SK. Mendagri
No. 185/ 193@ Jjo PERDA Kotamadya' DT.II Bandung' No.24/PD/81).
Tugas =pokbk BAPPEDA adalah a. .Membantu Walikotamadya Kepala
‘Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaasn pem-
bangunan.serta penilaién atas'pelaksanaannya; b. Berkewajiban meé
ngusahakan keterpaduan antara rencana Na51onal dan Daerah.
Satu di antara SEJumlah fungsi BAPPEDA adalah melakukan koordlna—
si Perencanaan.dl antara Dinas-dinas, satuan Qrgan13351 lain da-
lan lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal dan

Badan-badan yang berada di Kotamadya Banduﬁg.



Dalam kaitan dengan bidang “"perencanaan kota", maka yang
berada di bawah koordinasi BAPPEDA itu adalah antara lain Dinas
Tata Kota dan Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Tata Kota untuk Daerah
Tingkat II Kotamadya Bandung dibentuk berdasarken PERDA Noa.
12/PD/198@. Tugas Pokok Dinas Tata Kota adalah antara lain
“melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah ‘berdasarkan
penyerahan hak dalam rangka otonqmi daerah di bidang Tata Kota”,
Sedangkan Dinas Pekerjaan Unum yang juga "milik" Daerah seperti
halnyalBAPPEDA dan Dinas Tata'Kota untuk Kotamadya Bandung diben-
fﬁk berdasarkan PERDA No.ll/PD/198@ mempunyal tugas pokcock "melak-
sanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah berdasarkan asas de-
sentralisasi dan melaksanakan tugas pemBantuan yang diserahkan
kepadanya di bideng pekerjaan umum, tidak termasuk planologi
kota, kébersihan , pertamanan, pengawasan dan perizinan”" (mengenai
tugas-tugas di bidang Pekerjaan Umum telah ditentukan dalam
Undang-undang No,11/1950 Tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat,
Undang-undang No. 14/1958 Tentang Pemerintahan Daerah-daerah
Kabﬁpaten Dalam Lingkungan Jawa Barat, PP No. '18/1953 Tentang
Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mendenai Pekerjaan
Umum, Keppres No 15/1984, Inprés‘l/iQ?S, aah befbagai'.peratufén :
pelaksanaan lainnya termasuk SKB Mendagri dengan Menteri PUTL).

Sejarah rerkembangan perencanaan kota Bandung secara pléno— .
logis dimulai sejak adanya rencana Karsten yang disusun sekitar
tahun 1920. Pola perencanaan tersebut besar pengaruhnya terhédap
pembangunan dan perencahaan_selahjutnya. Perkembangan kota seba-
gai akibat pertambahan penduduk yang pesat serta pérkembangan
regional Jawa Barat dan hinterland kotarBandung, menuntut adanya
pemikiran perencanaan pola pengembangan Wilayah Bandung Raya
dalam rangka dekonsentrasi planologis. Perencanaan dan pemba-—
ngunan kota Bandung ini makin berkembané lagi‘ dengan adanya
Program bantuan baik dari pemerintah Pusat (Inpres,. PERUMNAS,

'pembangunan jalan, dan sebagainya), Pemerintah Propinsi (Ingub),



dan badan-badan dunia seperti UNICEF (KIP) BUDS/ADB, dan seba-
gain&a. Dengan adanya tuntutan pefkembangan yang pesatbt, kendati
kota Bandung telah mempunyai RIK, RDTK, dan RTRK, namun kesulitan
dalam penyusunan rencana kota tetap ada. Dapat disebut misalnya :
terbatasnya biaya dan aparat perencanaan, adanya daerah-daerah
bulit-up yang terlanjur berkémbang secara liar,masalsh koordinasi
pembangunan dengan Instansi—insﬁénsi yang terlibat langsung dalam
pembaﬁgunan kota, masalah tanah, baik yang menyangkut aspek ﬁek—
nis maupun sosial, makin terbatasnya ruang di dalam kota, dan
masaleh hukum yang menyangkut keadilan dan kepastiannya.

Dari kerangka pemikiran seperti berurai diatas, penelitian
ini beranjak. Sudah barang tentu hal-hal yang terkait dengan
aspek teori, konsep-konsep, gagasan, pendapat, dan sejenisnya,
mehjJadi pertimbangan pehting dan perlu dalam ‘upaya mengkaji
ASPEK~ASPEK HUKUM DALAM PERENCANAAN KOTA DI DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA BANDUNG,

F.Metode Peﬁelitian

Menglngat permasalahan perencanaan kota 1tu sendiri merupa-

kan suatu 51stem d1nam1ka yang multi- kompleks, maka pertlmbangan'

berbagai aspek secara 11m1§h rerlu dipertemukan melalui pendekat~
an lintas sektoral, inter dan multi disipliner. Dalam tautan ini,
termasuk kajian dan penelitian dari aspek hukum pun demikian,.
Artinya, bahwa pendekatan yang digunakan meliputi segi-segi Hukum

Admnistrasi Negara, Hukum Pemerintahan di Daerah, Hukum Tata Ne-

gara, Hukum ﬁntarwewenang, Hukum Lingkungan, dan Hukum Agraria,

serta di sana sini terkait pula dengan disiplin Ilmu‘ Politik,
Ekonomi, Administrasi Negara dan Planologi Kota. Namun demikian
titik ©berat penelaahan, pengkajian, dan penelitiannya terletak
pada aspek Hukum Pemerintahan di Daerah dan Hukum Administrasi
Negara. Adapun penglibaten disiplin lainnva adalah sekadar

sumbangan teori dan keperluan analisis.
b 8
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Adapun metode _penelitian yang digunakan adalah me%ode
renelitian normatif,dalam arti melakukan studi berbagai,peratufan
rerundang-undangan, bahan-bahan dan dokumen-dokumen hukum, berba-
gail literatur hukunm dan non hukum. Jadi, menggunakan berbagai
sumber-baik primer, sekunder maupun tertier. Namun demikian tetap
mempertimbangkan penggunaan metode empirik, yakni menggali infor-
masi data dari sumber primer,dalam hal ini dari para pejabat dan

para petugas yang terkait dengan perencanaan kota, melalui teknik

-ﬁawancara dengan alat kuesiéner sebagai pedoman.

Selahjutnya, sebagal cara menganalisisnya digunakan .anali-
sis kualitatif.Aftinya,ﬁidak menggﬁnakan perhitﬁngan angka—angka,
rumus-rumus, dan perhitungan eksakta lainnya sebagai alat: baﬁtu
gﬁalisis,r namun dasar analisisnya menggunakan berbagal metode
ﬁenafsiran hukum, perbandingan hukum, dan studi kasus. Untuk ini
terlebih dahulu digambarkan secara deskriptif-eksﬁloratif. |

| | Tempat dan waktu peneiitian dilakukan sebagai berikut :

a. Tempat penelitian dilakukan terutama di Kantor Walikota Kota-
madya Bandung (Balail Kota) Jl. Wastu Kencana Bandung, Departe-
men Dalam Negeri RI, khususnya Direktorat Jenderal PUOD Jakar-
-ﬁé: Departemen Pekefjaéﬁ Umﬁm, khususnyé ‘Direktorat Jendéralu‘
Cipta Karya; BAPPEDA Prop. Jawa Barat; Perpustakaan.

b. Waktu (schedule) Penelitian
— Tahap Persiapan : Juli - September 1988
- Tahap Lapangan  : Oktober - Desember 1989

Tahap Pengolahan': Januari - Maret 1939@

- Tahap Laporan : April - Juni 1980





